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TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan
- Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

i
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk  Hukum Dncmh.
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan
Tahun 2008 - 2028 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 - 2023;

Peraturan QGubernur Sulawesi Selatan Nomor 57
Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

32, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024;
33. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu
Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu.

Nomor 8

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2020

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

5.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.

Bupati adalah Bupati Luwu.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk pcriode 1 (satu) tahun atau disebut

dengan Rencana Pembangunan Tahunan Dacrah.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

Perubahan RKPD adalah dokumen kedua perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau dis~but dengan perubahan rencana

pembangunan tahunan daerah.
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BAB I
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk

menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan
perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

Tahun 2020.
(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut ;
- BABI : Pendahuluan
: Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun berkenaan

- BABII

- BABIII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

- BAB VI : Penutup.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD

(1)
dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan Il tahun berjalan dan
perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020.

(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Luwu Nomor 61
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum
pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2020, maka digunakan

program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2020.
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BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.
Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 AJustus 2909

BUPATI LUWU,

BASMIN MA YANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 21 Aggetus 2322
Pj. ‘$mn'mms DAERAH KABUPATEN LUWU

AN
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR .1%2.

Lenavohitamarsip / D / Ive / Perbup 2020
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